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BAB II
TELAAH PUSTAKA DAN HIPOTESIS
2.1.Telaah Pustaka
2.1.1 Auditing
Menurut Sukrisno Agoes (2004;1), auditing adalah suatu
pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sisitematis oleh pihak yang
independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh
manajemen beserta catatan-catatan pembukuan dan memberikan pendapat
mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
Menurut Mulyadi (2008;11), ditinjau dari sudut profesi akuntan
publik, auditing adalah pemeriksaan (Examination) secara objektif atas
laporan keuangan suatu perusahaan atau organisasi lain dengan tujuan
untuk menentukan apakah laporan keuangan tersebut menyajikan secara
wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan dan hasil usaha
perusahaan atau organisasi tersebut.
Menurut Mulyadi (2008:72), tujuan umum audit atas laporan
keuangan adalah untuk menyatakan pendapat atas kewajaran laporan
keuangan dalam semua hal yang material sesuai dengan Prinsip Akuntansi
Berterima Umum di Indonesia.
Menurut Mulyadi (2008:22), laporan audit merupakan media yang
dipakai oleh auditor dalam berkomunikasi dengan masyarakat
lingkungannya. Ada empat tipe laporan audit yang diterbitkan oleh
auditor:
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1) Laporan yang berisi pendapat wajar tanpa pengecualian
Pendapat wajar tanpa pengecualian diberikan oleh auditor jika tidak
terjadi pembatasan dalam lingkup audit dan tidak terdapat
pengecualian yang signifikan mengenai kewajaran dan penerapan
prinsip akuntansi berterima umum dalam penyusunan laporan
keuangan.
2) Laporan yang berisi pendapat wajar dengan pengecualian
Dalam pendapat ini auditor menyatakan bahwa laporan keuangan
yang disajikan oleh klien adalah wajar tetapi ada beberapa unsur  yang
dikecualikan, yang pengecualiannya tidak mempengaruhi kewajaran
laporan keuangan secara keseluruhan.
3) Laporan yang berisi pendapat tidak wajar
Laporan yang berisi pendapat tidak wajar diberikan oleh auditor
jika laporan keuangan tidak disusun berdasarkan prinsip akuntansi
berterima umum sehingga tidak menyajikan secara wajar posisi
keuangan.
4) Laporan yang berisi tidak memberikan pendapat
Jika auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan
auditan, maka laporan audit ini disebut dengan laporan tanpa pendapat
(no opinion report). Kondisi yang menyebabkan audtor menyatakan
tidak memberikan pendapat adalah pertama, pembatasan yang luar
biasa sifatnya terhadap lingkup audit, kedua auditor tidak independen
dalam hubungannya dengan auditan.
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2.2.2 Tipe dan Prinsip Etika Profesi Auditor
Menurut Mulyadi (2008:28), Orang atau kelompok orang yang
melaksanakan audit terdiri dari 3 golongan:
a. Auditor independen
Auditor independen adalah auditor profesional yang
menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam
bidang audit atas laporan keuangan yang dibuat oleh kliennya.
b. Auditor Pemerintah
Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di
instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas
pertanggungjawaban keuangan yang diajukan kepada pemerintah.
c. Auditor Intern
Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan
(perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya
adalah menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan
oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya
penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan
efektifitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan
informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi.
Menurut Mulyadi (2008:53-60), ada delapan prinsip yang harus
dipatuhi oleh auditor:
1) Tanggung Jawab Profesi
Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional,
setiap anggota harus menggunakan pertimbangan moral dan
professional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.
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2) Kepentingan Publik
Setiap auditor berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam
kerangka pelayanan kepada public dan menghormati kepercayaan
publik.
3) Integritas
Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik,
dan merupakan  patokan bagi anggota dalam menguji semua
keputusan yang diambil.
4) Objektivitas
Prinsip objektivitas mengharuskan auditor bersikap adil, tidak
memihak, jujur serta intelektual.
5) Kompetensi dan Kehati-hatian Profesional
Auditor mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa
professional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya,
demi kepentingan pengguna jasa.
6) Kerahasiaan
Setiap auditor harus menghormati kerahasiaan informasi yang
diperoleh selama melakukan jasa professional dan tidak boleh
memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa
persetujuan.
7) Perilaku Profesional
Setiap auditor harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi
profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat
mendiskreditkan profesi.
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8) Standar Teknis
Setiap auditor harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai
dengan teknis dan standar professional yang relevan.
2.2.3 Peran dan Standar Profesional Akuntan Publik
Menurut Mulyadi (2008:12), peran profesi akuntan publik yaitu
bertanggungjawab untuk menaikkan tingkat keandalan laporan keuangan
perusahaan-perusahaan sehingga masyarakat memperoleh informasi
keuangan yang andal sebagai dasar untuk memutuskan alokasi sumber-
sumber ekonomi.
Menurut Mulyadi (2008:16,35&36) ada lima macam standar
profesional yang diterbitkan oleh dewan sebagai aturan mutu pekerjaan
akuntan publik:
a) Standar auditing
Standar auditing merupakan pedoman audit atas laporan
keuangan historis. Standar auditing terdiri dari sepuluh standar dan
dirinci dalam bentuk pernyataan standar audit (PSA) yaitu :
Standar umum
1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perilaku, independensi
dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunsn laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama
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Standar pekerjaan lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asistensi harus disupervisi dengan semestinya
2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan
3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan katerangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit
Standar pelaporan
1) Laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia
2) Laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada
ketidak konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor
4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan.
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b) Standar atestasi
Standar atestasi memberikan kerangka untuk fungsi atestasi
bagi jasa akuntan publik yang mencakup tingkat keyakinan tertinggi
yang diberikan dalam jasa audit atas laporan keuangan historis maupun
tingkat keyakinan yang lebih rendah dalam nonaudit.
c) Standar jasa akuntansi dan review
Standar jasa akuntansi dan review memberikan rerangka untuk
fungsi nonatestasi bagi jasa akuntan publik yang mencakup jasa
akuntansi dan review.
d) Standar jasa konsultansi
Standar jasa konsultan memberikan panduan bagi akuntan
publik didalam penyediaan jasa bagi masyarakat.
e) Standar pengendalian mutu
Standar pengendalian mutu memberikan panduan bagi kantor
akuntan publik didalam melaksanakan pengendalian mutu jasa yang
dihasilkan oleh kantornya dengan mematuhi berbagi standar
yangditerbitkan oleh Dewan Standar Akuntan Publik Dan Aturan Etika
Kompartemen Akuntan Publik Yang Diterbitkan Oleh Kompartemen
Akuntan Publik, Ikatan Akuntansi Indonesia.
2.2.4 Pengelolaan Keuangan Daerah
Menurut Deddy Nordiawan. (2006:21), Dalam ketentuan umum
pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 58 tahun 2005,
“pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan
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daerah, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.” Dalam rangka
pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, pemerintah
daerah wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa: (1) Laporan
Realisasi Anggaran, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, Dan (4) Catatan
Atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan tersebut disusun sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). SAP adalah Prinsip-Prinsip
akuntansi yang ditetapkan dalam menyusun dan melaporkan laporan
keuangan pemerintah.
Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
Nomor 58 Tahun 2005 pasal 1 ayat (6) berbunyi: Pengelolaan Keuangan
Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan,
pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan
pengawasan keuangan daerah. Pasal 129 menyebutkan bahwa Pemerintah
melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah
kepada pemerintah daerah yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam
Negeri.
2.2.5 Pengawasan Keuangan Daerah
Menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 79 tahun
2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah menyatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan
pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin
agar pemerintah daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan
rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah meliputi pelaksanaan urusan
pemerintah di daerah kabupaten/kota terdiri dari :
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1) Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah yang bersifat wajib
2) Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah yang bersifat pilihan; dan
3) Pelaksanaan urusan pemerintah menurut tugas pembantu.
Pengawasan terhadap urusan pemerintah di daerah dilaksanakan
oleh aparat pengawasan intern pemerintah sesuai dengan fungsi dan
kewenangannya. Aparat pengawas intern pemerintah adalah inspektorat
jenderal departemen, unit pengawasan lembaga pemerintah non
departemen, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
Inspektorat Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. Pelaksanaan urusan pemerintah di daerah kabupaten/kota;
b. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa; dan
c. Pelaksanaan urusan pemerintah desa.
Aparat pengawas intern pemerintah melakukan pengawasan sesuai
dengan fungsi dan kewenangannya melalui:
a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan
terpadu.
c. Pengujian terhadap laporan berkala dan  atau sewaktu-waktu dari unit/
satuan kerja.
d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi
terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi, dan nepotisme.
e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan
program dan kegiatan.
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f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan
pemerintah desa.
Menurut peraturan pemerintah no. 60 tahun 2008 tentang sistem
pengendalian intern pemerintah menyatakan bahwa Pengawasan intern
dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah. Aparat pengawasan
intern pemerintah melakukan pengawasan intern melalui:
a. Audit;
b. Reviu;
c. Evaluasi;
d. Pemantauan;
e. Kegiatan pengawasan lainnya.
Inspektorat Kabupaten/Kota adalah aparat pengawasn intern
pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada bupati/walikota.
Inspektorat Kabupeten/Kota melakukan pengawasan terhadap seluruh
kegiatan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja
perengkat daerah kabupaten/kota. Inspektorat Kabupaten/Kota
melaksanakan pengawasan intern melakukan review atas laporan
keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum disanpaikan
bupati/walikota kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
2.2.6 Kualitas Audit
DeAngelo dikutip dari Piter Simanjuntak (2008:15),
mendefenisikan audit quality sebagai penilitian oleh pasar dimana terdapat
kemungkinan auditor akan memberikan a) penemuan mengenai suatu
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pelanggaran dalam sistem akuntansi klien; dan b) adanya pelanggaran
dalam pencatatannya. Kemungkinan bahwa auditor akan melaporkan
adanya laporan yang salah saji telah dideteksi dan didefenisikan sebagai
independensi auditor. Oleh karena itu, berdasarkan defenisi tersebut audit
quality merupakan suatu fungsi dari kemampuan auditor untuk mendeteksi
laporan yang salah saji dan independensi auditor yang dinilai oleh pasar.
Menurut Basuki dalam piter simanjuntak (2008:16), mengatakan
kualitas audit adalah pemeriksaan yang sistematis dan independensi untuk
menentukan aktivitas, mutu dan hasilnya sesuai dengan pengaturan yang
telah direncanakan dan apakah pengaturan tersebut diimplementasikan
secara efektif dan sesuai dengan tujuan.
2.2.7 Kompetensi
Menurut UU No. 34 tahun 1954 dalam standar umum audit
menurut Mulyadi (2008:25), mengatur persyaratan keahlian auditor dalam
menjalankan profesinya yaitu:
1. Akuntan harus sarjana lulusan fakultas ekonomi perguruan tinggi
negeri atau mempunyai ijazah yang disamakan.
2. Akuntan tersebut terdaftar dalam register Negara yang diselenggarakan
oleh departemen keuangan dan memperoleh izin menggunakan gelar
akuntan dari departemen tersebut.
3. Menjalankan pekerjaan auditor dengan memakai nama kantor akuntan,
biro akuntan atau nama lain yang memuat nama akuntan atau
akuntansi hanya diizinkan pemimpin kantor atau biro dipegang oleh
seorang atau beberapa orang akuntan.
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Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara nomor:
per/05/m.pan/03/2008 tentang standar audit aparat pengawasan intern
pemerintah. Auditor harus mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan
kompetensi lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tanggung
jawabnya. Auditor APIP harus mempunyai tingkat pendidikan formal
minimal Strata Satu (S-1) atau yang setara.
Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah
auditing, akuntansi, administrasi pemerintah dan komunikasi. Disamping
wajib memiliki keahlian tentang Standar Audit, kebijakan, proesedur dan
praktik-praktik audit, auditor harus memilki keahlian yang memadai
tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
unit yang dilayani oleh APIP. APIP pada dasarnya berfungsi melakukan
audit dibidang pemerintahan, sehingga auditor harus memiliki
pengetahuan yang berkaitan dengan administrasi pemerintah.
Auditor juga harus memiliki pengetahuan yang memadai di bidang
hukum dan pengetahuan lain yang diperlukan untuk mengidentifikasi
indikasi adanya kecurangan (fraud). Pimpinan APIP dan auditor memiliki
keterampilan dalam berhubungan dengan orang lain dan mampu
berkomunikasi secara efektif menyampaikan hal-hal seperti tujuan
kegiatan, kesimpulan, rekomendasi dan lain sabagainya.
Standar umum pertama (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011)
menyebutkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seorang atau yang
memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
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Sedangkan,standar umum ketiga (SA seksi 230 dalam SPAP, 2011)
menyebutkan bahwa dalam pelaksaan audit akan penyusunan laporannya,
auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
seksama. Oleh karena itu, maka setiap auditor wajib memiliki kemahiran
profesionalitas dan keahlian dalam mekaksanakan tugasnya sebagai
auditor.
2.2.8 Independensi
Independen adalah sikap yang harus dimiliki oleh auditor. Auditor
yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat
diduga memihak sehingga tidak merugikan pihak manapun. ( Mabruri dan
Winarna, 2010:23).
Auditor masih juga harus menimbulkan persepsi dikalangan
masyarakat bahwa ia benar-benar independent. Kenyataannya auditor
seringkali menemui kesulitan dalam mempertahankan sikap mental
independent. Keadaan yang sering kali mengganggu sikap mental
independent auditor adalah sebagai berikut :
1. Sebagai seorang yang melaksanakan audirt secara independen, auditor
dibayar oleh kliennya atas jasa tersebut.
2. Sebagai penjual jasa seringkali auditor mempunyai kecendrungan
untuk memuaskan keinginan kliennya.
3. Mempertahankan sikap mental independent seringkali dapat
menyebabkan lepasnya klien.
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Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus
independen dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan
tugasnya. Indepandensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar
kredibilitas hasil pekerjaan APIP meningkat.
Penilaian independensi dan obyektivitas mencakup dua komponen berikut:
1. Status APIP dalam organisasi
2. Kebijakan untuk menjaga obyektivitas auditor terhadap obyak audit
Menurut Abdul Halim dikutip dari Nuraisyah Zain Mide (2011 :
28) terdapat tiga aspek independensi seorang auditor, yaitu sebagai
berikut:
1) Independence in fact (independensi dalam fakta)
Artinya auditor harus mempunyai kejujuran yang tinggi, keterkaitan
yang erat  dengan objektivitas.
2) Independence in appearance (independensi dalam penampilan)
Artinya pendangan pihak lain terhadap diri auditor sehubungan dengan
pelaksanaan audit.
3) Independence in competence (independensi dari sudut keahliannya)
Independensi dalam sudut pandang keahlian terkait erat dengan
kecakapan profesional auditor.
Dalam SPAP (IAPI, 2011 : 220.1) auditor diharuskan bersikap
independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan
pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan didalam hal ia
berpraktek sebagai auditor intern).
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2.2.9 Motivasi
Menurut Dr. Hamzah B.Uno, M.Pd (2010: 28), istilah motivasi
berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang
terdapat dalam diri individu tersebut bertindak atau berbuat. Motif tidak
dapat diamati secara langsung, tetapi dapat diinterprestasikan dalam
tingkah laku berupa rangsangan, dorongan, atau pembakit tenaga
munculnya suatu tingkah laku tertentu. Motif dapat dibedakan tiga jenis
yaitu (1) motif biogenetis adalah motif-motif yang berasal dari kebutuhan
organisme bagi kelangsungan hidupnya, misalnya lapar, haus, bernafas
dan lain-lain.(2) motif sosiogenetes merupakan motif yang berkembeng
berasal dari lingkungan kebudayaan setempat. (3) motif tiologis, dalam
motif ini manusia sebagai makhluk yang berketuhanan  sehingga ada
interaksi manusia dengan tuhannya, seperti ibadah.
Motivasi adalah keinginan dan kemampuan seorang untuk
melakukan suatu kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan
tertentu. Konsep motivasi yang berhubungan dengan tingkah laku
seseorangdapat diklasifikasikan sebagai berikut, (1) seorang senang
terhadap sesuatu apabila ia dapat mempertahankan rasa senangnya maka
akan termotivasi untuk melakukan kegiatan tersebut. (2) apabila seorang
merasa yakin mampu menghadapi tantangan maka biasanya orang tersebut
terdorong melakukan kegiatan tersebut.
Menurut McClelland, motivasi utama adalah penggabungan,
kekuatan dan prestasi ia menandai sifat-sifat orang awam dengan
kebutuhan pencapaian yang tinggi yaitu:
28
1. Selera akan keadaan yang menyebabkan seseorang dapat
bertanggungjawab secara pribadi
2. Kecenderungan menentukan sasaran-sasaran yang pantas (sedang) dan
mempertimbangkan risikonya
3. Keinginan untuk mendapatkan umpan balik yang jelas atas kinerja
Teori Motivasi menurut Abraham Maslow mengemukakan ada
lima tingkat kebutuhan pokok manusia yang terdiri dari:
1) Kebutuhan fisiologis (physiological needs) kebutuhan ini merupakan
dasar yang bersifat primer dan vital yang mengungkapkan fungsi-
fungsi biologis dasar dari organisasi manusia seperti kebutuhan akan
pangan, sandang dan papan, kesehatan fisik, kebutuhan seks dan lain-
lain.
2) Kebutuhan rasa aman dan perlindungan (safety and security), seperti
terjamin keamanannya, terlindung dari bahaya dan ancaman penyakit,
perang, kemiskinan, kelaparan, perlakuan tidak adil dan sebagainya.
3) Kebutuhan social (social needs) yang meliputi antara lain kebutuhan
akan dicintai, diperhitungkan sebagai pribadi, diakui sebagai anggota
kelmpok, rasa setia kawan, dan kerjasama.
4) Kebutuhan akan penghargaan (esteem needs) termasuk kebutuhan
dihargai karena prestasi, kemampuan, kedudukan atau status, pangkat
dan sebagainya.
5) Kebutuhan akan aktualisasi diri (self actualization) seperti kebutuhan
mempertinggi potensi-potensi yang dimiliki, pengembangan diri secara
maksimum, kreatufitas dan ekspresi diri.
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2.2.10 Profesionalisme
Menurut Rosina Dwi Rahadiani (2012: 53-54), Profesionalisme
auditor internal merupakan siakp, kemampuan, maupun kredibilitas dalam
menjalankan profesi sebagai auditor internal. Profesionalisme juga terkait
suatu usaha untuk mempertahankan kualitas suatu hasil pekerjaan atau
meningkatkannya. Auditor harus menggunakan sikap profesionalismenya
sejak dari tahap perencanaan audit untuk melaksanaan prosedur audit
selama pekerjaan lapangan hingga penerbitan laporan audit.
Memperhatikan sikap profesionalisme mengharuskan auditor untuk
menggunakan skeptisisme profesional. Ciri-ciri profesionalisme: (1) Punya
keterampilan yang tinggi dalam suatu bidang serta kemahiran dalam
menggunakan peralatan tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas
yang bersangkutan dengan bidang (2) punya ilmu dan pengalaman serta
kecerdasan dalam menganalisis suatu masalah dan peka di dalam
membaca situasi cepat dan tepat serta cermat dalam mengambil keputusan
terbaik atas dasar kepekaan (3) punya sikap berorientasi ke depan sehingga
punya kemampuan mengantisipasi perkembangan lingkungan yang
terbentang di hadapannya.
2.2.11 Objektivitas
Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Anita Wahyu. I al (2011: 5)
menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh
pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat
mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Unsur perilaku yang dapat
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menunjang objektivitas anatara lain:1) Dapat diandalkan dan dipercaya 2).
Tidak merangkap sebagai panitia tender, kepanitiaan lain dan ataupekerjaan-pekerjaan lain yang merupakan tugas operasional objekyang diperiksa 3) Tidak berangkat tugas dengan niat untuk mencari-cari kesalahan orang lain 4) Dapat mempertahankan criteria dan
kebijaksanaan 5) Dapat bertindak maupun mengambil keputusan
didasarkan atas pemikiran logis. Objektivitas merupakan suatu ciri yang
membedakan profesi akuntan dengan profesi-profesi yang lain. Prinsip
objektivitas menetapkan suatu kewajiban bagi auditor untuk tidak
memihak, jujur secara intelektual, dan bebas dari konflik kepentingan.
Pemeriksa harus mempertahankan obyektivitas pada saat melaksanakan
pemeriksaan untuk mengambil keputusan yang konsisten dengan
kepentingan publik.
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2.2.Penelitian-Penelitian Terdahulu
Tabel. 2.1 Daftar Penelitian Terdahulu
No Nama Peneliti Judul PenelitianTerdahulu Variabel Hasil Penelitian
1. Muh.Taufik
Efendy (2010)
Pengaruh
kompetensi,
independensi, dan
motivasi terhadap
kualitas audit
aparat inspektorat
dalam pengawasan
keuangan daerah
Dependen: kualitas
audit
Independen:
a. Kompetensi
b. Independensi
c. Motivasi
Bahwa kompetensi,
independensi, dan
motivasi berpengaruh
positif terhadap
kualitas audit aparat
inspektorat dalam
pengawasan keuangan
daerah
2. Nungky
Nurmalita
Sari (2011)
Pengaruh
pengalaman
kerja,
independensi,
objektivitas,
integritas,
kompetensi, dan
etika terhadap
kualitas audit
Dependen :
Kualitas audit
Independen:
a. Pengalaman
kerja
b. Independensi
c. Objektivitas
d. Integritas
e. Kompetensi
f. Etika
Bahwa
pengalaman kerja,
independensi,
objektivitas,
integritas,
kompetensi, dan
etika terhadap
kualitas audit
3
.
ST.Nur
Irawati(2011)
Pengaruh
kompetensi, dan
independensi
auditor terhadap
kualitas audit
yang dilakukan
oleh auditor
pada KAP
Dependen :
Kualitas audit
Independen :
a. Kompetensi
b. independensi
Bahwa ada pengaruh
secara parsial antara
kompetensidan
independensi auditor
terhadap kualitas
audit serta ada pengaruh
secara simultan antara
kompetensi dan
independensi auditor
terhadap kualitas audit
4. Zakiyah (2012) Pengaruh
kompetensi,
independensi, dan
motivasi terhadap
kualitas audit
aparat inspektorat
dalam pengawasan
keuangan daerah
Dependen :
Kualitas audit
Independen :
a. Kompetensi
b. Independensi
c. Motivasi
Bahwa kompetensi,
independensi, dan
motivasi
berpengaruh positif
terhadap aparat
inspektorat dalam
pengawasan
keuangan daerah
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2.3.Pandangan Islam
Surat Al baqarah : 42




Artinya: dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang bathil
dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu
mengetahui.
Di antara yang mereka sembunyikan itu Ialah: Tuhan akan mengutus
seorang Nabi dari keturunan Ismail yang akan membangun umat yang besar
di belakang hari, Yaitu Nabi Muhammad s.a.w.
Surat An Nuur : 11
        
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu
adalah dari golongan kamu juga. janganlah kamu kira bahwa
berita bohong itu buruk bagi kamu bahkan ia adalah baik bagi
kamu. tiap-tiap seseorang dari mereka mendapat Balasan dari
dosa yang dikerjakannya. dan siapa di antara mereka yang
mengambil bahagian yang terbesar dalam penyiaran berita
bohong itu baginya azab yang besar.
2.4.Kerangka Pemikiran Teoritis
Untuk mewujudkan good governance dan clean government
diperlukan pemeriksaan dalam aktivitas pengendalian. Mardiasmo (2005:190)
mengemukakan bahwa pemeriksaan (audit) merupakan kegiatan yang
dilakukan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan independen untuk
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memeriksa apakah hasil kinerja pemerintah telah sesuai dengan standar yang
ditetapkan. Inspektorat Kabupaten/Kota merupakan auditor internal
pemerintah daerah yang melakukan fungsi audit pada pemerintah daerah.
Dalam menunjang kualitas audit yang baik, terdapat faktor-faktor
pemicunya yaitu diantaranya kompetensi, independensi, motivasi,
profesionalisme, dan objektivitas yang dimiliki seorang auditor. Keberhasilan
dalam mengaudit laporan keuangan tidak terlepas dari faktor-faktor tersebut.
Kompetensi menerapkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang
diperlukan dalam pelaksanaan layanan audit. Independensi menunjukkan
auditor tidak membela salah satu. Motivasi akan mendorong seseorang,
termasuk auditor, untuk berprestasi, komitmen terhadap kelompok serta
memiliki inisiatif dan optimisme yang tinggi. Profesionalisme merupakan
kinerja yang sesuai dengan proseduryang telah ditetapkan.
Berdasarkan dari uraian latar belakang, tinjauan pustaka dengan teori-
teori yang dijelaskan pada bab terdahulu terhadap penelitian ini, maka sebagai
kerangka pikir dari adalah sebagai berikut
Gambar 2.1
Model Penelitian
Variabel Independen Variabel Dependen
Kualitas Audit
Aparat Inspektorat
Dalam
Pengawasan
Keuangan Daerah
(Y)
Kompetensi (X1)
Independensi (X2)
Motivasi (X3)
Profesionalisme
(X4)
Objektivitas (X5)
Ha1
Ha2
Ha3
Ha4
Ha5
Ha6
34
2.5.Hipotesis
Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori, hasil-hasil
penelitian terdahulu, serta kerangka pemikiran tentang faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor internal,
maka dikembangkan hipotesis sebagai berikut:
a. Kompetensi
Kompetensi dalam pengauditan merupakan pengetahuan, keahlian,
dan pengalaman yang dibutuhkan auditor untuk dapat melakukan audit
secara objektif, cermat, dan seksama (Zakia:2012). Peraturan menteri
negara pendayagunaan aparatur negara nomor: per/05/m.pan/03/2008
tentang standar audit aparat pengawasan intern pemerintah. Auditor harus
mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi lainnya yang
diperlukan untuk melaksanakan tanggung jawabnya. Auditor APIP harus
mempunyai tingkat pendidikan formal minimal Strata Satu (S-1) atau yang
setara. Kompetensi teknis yang harus dimiliki oleh auditor adalah auditing,
akuntansi, administrasi pemerintah dan komunikasi. Disamping wajib
memiliki keahlian tentang Standar Audit, kebijakan, proesedur dan
praktik-praktik audit, auditor harus memilki keahlian yang memadai
tentang lingkungan pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
unit yang dilayani oleh APIP.
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Ha1: Diduga kompetensi berpengaruh secara signifikan terhadap
kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan
daerah
b. Independensi
Independen adalah sikap yang harus dimiliki oleh auditor. Auditor
yang independen adalah auditor yang tidak memihak atau tidak dapat
diduga memihak sehingga tidak merugikan pihak manapun. ( Mabruri dan
Winarna, 2010:23). Independensi dalam pengauditan merupakan
penggunaan cara pandang yang tidak bisa dalam pelaksanaan pengujian
audit, evaluasi hasil pengujian tersebut, dan pelaporan hasil temuan audit.
Dalam semua hal yang berkaitan dengan audit, APIP harus independen
dan para auditornya harus obyektif dalam pelaksanaan tugasnya.
Indepandensi APIP serta obyektifitas auditor diperlukan agar kredibilitas
hasil pekerjaan APIP meningkat.
Ha2: Diduga independensi berpengaruh secara signifikan terhadap
kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan
daerah
c. Motivasi
Menurut Dr. Hamzah B.Uno, M.Pd (2010: 28), istilah motivasi
berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang
terdapat dalam diri individu tersebut bertindak atau berbuat. Motivasi
adalah keinginan dan kemampuan seorang untuk melakukan suatu
kegiatan atau tindakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Motivasi
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dalam pengaudit merupakan derajat seberapa besar dorongan yang dimiliki
auditor untuk melaksanakan audit secara berkualitas.
Ha3: Diduga motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap
kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan
daerah
d. Profesionalisme
Menurut Rosina Dwi Rahadiani (2012: 53-54), Profesionalisme
auditor internal merupakan siakp, kemampuan, maupun kredibilitas dalam
menjalankan profesi sebagai auditor internal. Profesionalisme juga terkait
suatu usaha untuk mempertahankan kualitas suatu hasil pekerjaan atau
meningkatkannya. Menurut Arens (2010: 87) professionalisme adalah
suatu tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dan lebih dari sekedar
dari memenuhi tanggung jawab yang dibebankan dan lebih dari memenuhi
undang-undang dan peraturan yang berlaku.
Ha4: Diduga profesionalisme berpengaruh secara signifikan
terhadap kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan
keuangan daerah
e. Objektivitas
Pusdiklatwas BPKP (2005) dalam Anita Wahyu. I al (2011: 5)
menyatakan objektivitas sebagai bebasnya seseorang dari pengaruh
pandangan subjektif pihak-pihak lain yang berkepentingan, sehingga dapat
mengemukakan pendapat menurut apa adanya. Objektivitas merupakan
sikap auditor untuk dapat bertindak adil,tidak terpengaruh oleh hubungan
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kerja sama dan tidak memihak kepentingan siapapun sehingga auditor
dapat diandalkan dan dipercaya. Auditor harus dapat mengungkapkan
kondisi sesuai fakta yaitu dengan mengemukakan pendapat apa adanya,
tidak mencari-cari kesalahan, mempertahankan kriteria dan menggunakan
pikiran yang logis.
Ha5: Diduga objektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap
kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan
daerah
Untuk mendapatkan bukti bahwa kualitas audit aparat Inspektorat
dalam pengawasan keuangan sendiri dipengaruhi secara signifikan oleh
kompetensi, independensi, motivasi, profesionalisme, dan objektivitas
pada Inspektorat Kabupaten Kampar.
Ha6: Diduga kompetensi, independensi, motivasi, profesionalisme,
dan objektivitas berpengaruh secara signifikan terhadap
kualitas audit aparat Inspektorat dalam pengawasan keuangan
daerah
